
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KONAWE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan 
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe; 

b. bahwa sesuai Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas 
Di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah di cabut 
dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan organisasi, peraturan 
perundangundangan, dan perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi sehingga Peraturan Bupati 
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ; 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 1 1 4  Tahun 2021 tentang 
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 ) ;  

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 144); 

9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
758); 

10 .  Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021  Nomor 257 ) ;  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dim.aksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Bupati adalah Bupati Konawe. 
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Konawe. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 
yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Konawe. 

8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 
Perkada adalah Peraturan Bupati Konawe. 

9 .  Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD 
Kabupaten Konawe. 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Konawe. 

1 1 .  Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 
dalam komunikasi kedinasan. 

12.  Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ a tau dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
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13 .  N askah Dinas yang disclcnggarakan sccara clcktronik 
adalah informasi yang direkam dalam media elektronik 
sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau 
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di 
Lingkungan Pemerintah Daerah. 

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, 
atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang 
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi. 

Pasal 2 
Pengaturan tata naskah dinas ini bertujuan: 
a. untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah 

Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tata naskah 
dinas; 

b. untuk menciptakan komunikasi tertulis yang efektif dan 
efisien dalam penyelenggaraan administasi pemerintahan; 

c. keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan 
kegiatan penataan surat-menyurat; 

d. menjamin keamanan, keutuhan dan kerahasiaan bahan­ 
bahan berupa dokumen-dokumen negara atau kedinasan; 
dan 

e. mempermudah pengawasan dalam pengelolaan informasi 
tertulis. 

Pasal 3 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini 
meliputi: 
a. jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; 
b. pembuatan naskah dinas; 
c .  pengamanan naskah dinas; 
d. pejabat penandatangan naskah dinas; 
e. pengendalian naskah dinas; dan 
f. pembinaan dan pengawasan. 

BAB II 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
J enis N askah Dinas 

Pasal 4 
Jenis naskah dinas terdiri atas: 
a. naskah dinas arahan; 
b. naskah dinas korespondensi; dan 
c. naskah dinas khusus. 
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Pasal 5 
( 1) Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 

huruf a terdiri atas: 
a. naskah dinas pengaturan; 
b. naskah dinas penetapan; dan 
c. naskah dinas penugasan. 

(2) Naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud Pasal 
4 huruf b terdiri atas: 
a. Korespondensi internal;dan 
b. Korespondensi eksternal. 

(3) Naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 
huruf c terdiri atas: 
a. instruksi, berisi perintah/ arahan Kepala Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

b. surat edaran, berisi pemberitahuan, penjelasan, 
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu 
yang dianggap penting dan mendesak; 

c. surat kuasa, berisi pemberian kuasa kepada pihak lain 
dengan atas namanya untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

d. berita acara, berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan 
pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani 
oleh para pihak; 

e. surat keterangan, berisi penjelasan subjek dan objek 
untuk kepentingan kedinasan/tertentu; 

f. surat pengantar, berisi informasi yang digunakan 
untuk menyampaikan barang atau naskah; 

g. pengumuman, berisi pemberitahuan yang bersifat 
umum dari pejabat yang berwenang; 

h. laporan, berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan 
kegiatan atau kejadian tertentu; 

1. telaahan staf, berisi analisis pertimbangan, pendapat, 
dan saran secara sistematis terhadap sesuatu 
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan 
kepada atasan; 

j.  notula, merupakan catatan yang berisi proses sidang 
atau rapat; 

k. surat undangan, berisi undangan kepada 
pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah 
Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada 
alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara 
kedinasan; 

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, berisi 
pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa 
seorang pegawai telah melaksanakan tugas; 
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m. surat panggilan, berisi pemanggilan dari pejabat yang 
berwenang kepada pegawai untuk menghadap; 

n. surat izin, berisi persetujuan terhadap suatu 
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

o. lembaran daerah, berisi penerbitan resmi Pemerintah 
Daerah untuk mengundangkan Perda; 

p. berita daerah, berisi penerbitan resmi Pemerintah 
Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan 
DPRD; 

q. rekomendasi, merupakan naskah dinas berisi 
keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang 
tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan 
pertimbangan kedinasan; 

r. radiogram, merupakan pesan tertulis resmi yang 
dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi informasi hal terten tu yang dikirim 
melalui telekomunikasi elektronik; 

s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi 
keterangan seseorang telah lulus/mengikuti 
pendidikan dan pelatihan tertentu; 

t. sertifikat, merupakan naskah dinas sebagai berisi 
keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti 
program/kegiatan tertentu, antara lain: 
1 )  penataran; 
2) kursus; 
3) orientasi; 
4) bimbingan teknis; 
5) workshop; 
6) seminar; dan 
7) yang sejenis; 

u . piagam, merupakan naskah dinas berisi keterangan 
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau 
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan 
atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang; dan 

v. surat perjanjian, berisi kesepakatan bersama tentang 
objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau 
lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 
hukum yang disepakati bersama. 

Pasal 6 

(1 )  Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 
ayat (1 )  huruf a terdiri atas: 
a. Peraturan Daerah; 
b. Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati; 
c. Peraturan Bersama; dan 
d . Peraturan DPRD. 
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(2) Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 
ayat ( 1 )  huruf b terdiri atas: 
a. Keputusan Kepala Daerah/Keputusan Bupati; 
b. Keputusan DPRD; 
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

(3) Naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 
ayat ( 1 )  huruf c terdiri atas: 
a. Surat perintah, berisi perintah dari atasan kepada 

bawahan untuk melaksanakan pckcrjaan tertentu di 
luar tugas dan fungsi; 

b. Surat tugas, berisi tugas dari atasan kepada bawahan 
untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; dan 

c. Surat perjalanan dinas, merupakan dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, 
pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 

Pasal 7 

( 1 )  Naskah dinas korespondensi internal sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. nota dinas, merupakan sarana komunikasi kedinasan 

antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau 
dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal 
Perangkat Daerah. 

b. memo, berisi informasi kedinasan yang bersifat 
mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, 
peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan 
kepada bawahannya. 

c. disposisi, merupakan petunjuk tertulis singkat dari 
atasan kepada bawahan mengenai tindak 
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk. 

(2) Naskah dinas korespondensi eksternal sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk 
surat dinas. 

Pasal 8 
(1) Susunan dan bentuk Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Q Susunan dan bentuk Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



- 8 ­  

g3) Format Naskah Dinas khusus scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf u 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Susunan dan bentuk Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf v diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Pasal 9 

(1) Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: 
a. media rekam kertas; atau 
b. media rekam elektronik. 

Q2) Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
sebagaimana dimaksud ayat (1 )  huruf a dicetak 
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. 

(3) Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf b menggunakan: 
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau 
b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 10 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat ( 1) berisi unsur: 
a. kop; 
b. penomoran; 
c. penggunaan kertas; 
d. penggunaan tinta; 
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung; 
f. penentuan batas atau ruang tepi; 
g. nomor halaman; 
h. tembusan; 
i. lampiran; 
j .  paraf, tanda tangan, dan stempel; 
k. amplop dan map; dan 
I. N askah Dinas bahasa asing. 

Bagian Kesatu 
Kop 

Pasal 1 1  
( 1 )  Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri 

atas: 
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan 
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 
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(2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah scbagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 )  huruf a, digunakan untuk 
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 
dan dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, 
pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah. 

(3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 )  huruf b digunakan untuk Naskah Dinas 
yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala 
Daerah. 

(4) Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 )  tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Penomoran 

Pasal 1 2  
Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Kertas 

Pasal 13 
( 1) Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 0  huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah 
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah 
Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij 
Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling 
sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran 
daerah dan berita daerah. 

(3) Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan 
dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan 
kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas. 

Bagian Keempat 
Penggunaan Tinta 

Pasal 14 
(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah 

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d 
sebagai berikut: 
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna 

hitam; 
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b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan 
paraf berwarna biru tua; 

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, 
berwarna ungu; dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas 
bersifat rahasia, berwarna merah. 

Q) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas 
merupakan tin ta yang tidak larut oleh air/ tidak luntur 
atau pigment durabrite. 

Bagian Kelima 
Jarak Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf, Serta Kata 

Penyambung 

Pasal 15 
(1 )  Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah 

Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S 
ayat ( 1 )  huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas 
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  harus memperhatikan aspek 
keserasian dan estetika. 

Pasal 16 

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah 
Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 
12 (dua belas). 

Q Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas 
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial 
dengan ukuran 12 (dua belas). 

Pasal 17 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 
berikutnya. 

Q2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
ditulis pada: 
a. akhir setiap halaman; 
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; 

dan 
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya. 

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 
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Bagian Keenam 
Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 18 
(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf f pada kertas bertujuan untuk 
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah 
Dinas. 

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  untuk Naskah Dinas korespondensi dan 
Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua} 
spasi dibawah kop; dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 
(dua) cm dari tepi atas kertas. 

b. Ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm 
dari tepi bawah kertas; 

c. Ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri 
kertas; dan 

d. Ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi 
kanan kertas. 

Bagian Ketujuh 
Nomor Halaman 

Pasal 19 
(1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka 
arab /biasa. 

Q) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 )  

dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas 
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara 
simetris. 

Bagian Kedelapan 
Tembusan 

Pasal 20 
(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h 

disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak 
yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. 

Q) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang 
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang 
diatasnamakan. 

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 
tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada 
Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. 

[z 
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()  Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 
tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat 
pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak 
memerlukan tembusan. 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berada 
pada posisi bagian kiri bawah pada N askah Dinas dan 
diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, 
serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, 
arsip, atau istilah sejenis. 

Bagian Kesembilan 
Lampiran 

Pasal 2 1  
(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I 

ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang 
menandatangani Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  memiliki lebih dari satu halaman, halaman 
berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat ( 1 ) .  

Bagian Kesepuluh 
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasal 22 
(1) Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf j merupakan bentuk pengabsahan 
N askah Dinas. 

Q2 Paraf sebagaimana dimaksud ayat (1 )  merupakan tanda 
tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. 

(g3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. paraf hierarki; dan 
b. paraf koordinasi. 

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat 
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf 
sebelum ditandatangani. 

(5) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang 
akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak 
memerlukan paraf. 

(6) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk 
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum 
dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

(7) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa 
surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 
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Pasal 23 
(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(3) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang 
jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. 

{2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, 
Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, 
kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum 
harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang 
pejabat secara berjenjang. 

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah 
Dinas korespondensi, dan N askah Dinas khusus 
ditempatkan pada lembar terakhir. 

Pasal 24 
(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (3) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi 
tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing­ 
masing unit kerja yang berbentuk matriks. 

0) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit 
kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait 
sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
pada lembar terakhir. 

Pasal 25 
(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud Pasal 22 ayat ( 1 )  berfungsi sebagai alat 
autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan 
serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan 
informasi. 

{2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri 
atas: 
a. tanda tangan basah; atau 
b. tanda tangan elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang. 

Pasal 26 
(1) Tanda tangan basah digunakan pada N askah Dinas 

dengan media rekam kertas. 
{2) Tanda tangan elektronik digunakan pada N askah Dinas 

dengan media rekam elektronik. 

Pasal27 
(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah 

Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak 
menggunakan gelar. 
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Q2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah 
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan 
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali 
piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan 
pelatihan. 

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain 
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris 
Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan 
pangkat/ golongan. 

() Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat 
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala 
Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, 
dan pangkat/ golongan. 

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan 
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan 
gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

Pasal 28 
Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan 

dan bentuk kode quick response yang disertai nama 
pejabat penandatangan dan nama jabatan; 

b. naskah dinas dengan tanda tangan elektronik 
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 
dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, 
media daring atau media luring; dan 

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 

Pasal29 
(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam kertas. 
(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak 

digunakan pada naskah dinas dengan media rekam 
elektronik. 

Pasal 30 

(1) Stempel terdiri atas: 
a. stempel jabatan Kepala Daerah, 
b. stempel Perangkat Daerah; 
c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/ atau badan 

layanan umum daerah; dan 
d. stempel pengamanan Naskah Dinas. 

Q) Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Bagian Kese be las 
Amplop dan Map 

Pasal 3 1  
(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. amplop naskah dinas jabatan kepala daerah; dan 
b. amplop naskah dinas perangkat daerah. 

Q2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk 
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
berbentuk persegi panjang. 

g) Ukuran amplop yang diguanakan untuk pendistribusian 
N askah Dinas dengan media rekam kertas dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan 
kepentingan Pemerintah Daerah. 

() Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf a menggunakan kertas warna putih. 

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf b menggunakan kertas 
warna coklat. 

Pasal 32 
(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat 

pengirim dan alamat tujuan. 
Q) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

memuat: 
a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama 

jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama 
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, 
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah 
atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala 
Daerah. 

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, 
nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat 
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan 
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, 
dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop 
Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

g) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat 
Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan 
tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan 
menggunakan huruf Arial. 

Pasal 33 
(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k 

terdiri atas: 
a. map Naskah Dinas jabatan; dan 
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 
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Q2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan 
kepentingan tiap Pemerintah Daerah. 

Pasal 34 
(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat ( 1)  huruf a terdiri atas: 
a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan 
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 

Q) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf a memuat lambang negara berwarna 
kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan 
huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan 
pada bagian tengah atas secara simetris. 

93) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dan map 
Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua belas 
Naskah Dinas Bahasa Asing 

Pasal 35 
(1) N askah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan 

mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati ini. 

Q Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam 
bahasa asing. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 36 

(1) Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 
a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses 

Naskah Dinas; 
b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan 

klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 
1) pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan 

akses; dan 
2) pemberian nomor seri pengaman atau security 

printing. 

(2) Dalam rangka pengamanan N askah Dinas pada media 
rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan 
dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas. 
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(3) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri 
atas: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 
c. terbatas; dan 
d. biasa/ terbuka. 

Pasal 37 
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana 
dimaksud Pasal 36 ayat (3) disesuaikan dengan kepentingan 
dan substansi Naskah Dinas. 

Pasal 38 

(1) Hak akses terhadap N askah Dinas yang berklasifikasi 
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan 
kepada pihak yang berwenang. 

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 
biasa/ terbuka diberikan kepada pihak terkait. 

Pasal 39 
(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada 
sebelah kiri atas Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan 
am.plop rangkap dua. 

Pasal 40 
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki 
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 
dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan 
perkembangan teknologi. 

Pasal 41  

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan 

menggunakan tinta warna merah; 
b. naskah dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan 

menggunakan tinta warna merah; 
c. naskah dinas penting diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam; dan 
d .  naskah dinas biasa diberikan kode 'B' dengan 

menggunakan tinta hitam. 

Pasal 42 
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau 
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
( 1 )  huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin 
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah 
Dinas. 



- 1 8 ­  

Pasal 43 
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengarnan atau 
security printing sebagaimana dimaksud Pasal 42 diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal44 
( 1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada 
seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas 
sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala 
Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat 
sementara, pelaksana tugas, clan pelaksana harian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah 
Dinas tercantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 45 
(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan 

kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada 
pejabat di bawahnya. 

Q) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Pasal 46 
(1) Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 

a. pengendalian N askah Dinas masuk; dan 
b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

p) Pengendalian Naskah Dinas Masuk sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan 
sebagai berikut: 
a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang 

diterima dengan cara mengagendakan, 
mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan 
mendistribusikan ke unit pengelola. 

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan 
klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan 

c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. 
Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar. 

PARAF KORDINA & 1  

a r  
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(3) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1)  huruf b dilaksanakan melalui tahapan 
sebagai berikut: 
a. naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan 
stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit 
kerja; dan 

b. naskah dinas keluar yang telah selesai diproses 
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. 

(4) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi 
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui 
Sekretariat Daerah. 

(5) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat 
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. 
diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama 
jabatan yang dituju. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 47 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Sekretaris Daerah. 

p2) Kepala Perangkat Daerah membantu Bupati melakukan 
pembinaan penyelenggaraan tata naskah dinas di 
lingkungan kerjanya dengan mengacu kepada Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 49 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Ditetapkan di Unaaha 
Pada tanggal, / &eeT&er023 

KERY SAIF KONGGOASA 

Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal,/ Se@T&cu 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE, 

2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR. (& 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KONAWE 

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, 

AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGAN DAN 

PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS 

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 

A. Naskah Dinas Penugasan 

1. Surat Perintah 

BUPATI KONAWE 

SURAT PERINTAH 

NOMOR . 

Menimbang 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

1 , 

2 . 

Memberi Perintah 

1 , 

2 , 

3. dan seterusnya. 

1 .  .  ,  

2  ,  

3. dan seterusnya. 

Nama Tempat, Tanggal, bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  



2. Surat Tugas 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

%w 
BUPATI KONAWE 

SURAT TUGAS 

NOMOR . 

MEMERINTAHKAN: 

1. Nama 

Pangkat/ Gal. 

NIP 

Jabatan 

2. Nama 

Pangkat/ Gal. 

NIP 

Jabatan 

1. . 

2. 

3 . 

Nama Tempat, Tanggal, bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



3. Surat Perjalanan Dinas 

KOP NASKAM DINAS 

PERANOKAT DAERAH 

Lembar ke 

Kode No 

Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS ISPD) 

l Pejabat Pembuat Komitmen 
) Nama/NIP Pegawal yang .. 

melaksanakan perjalanan dinas 

3 a. Pangkat dan Oolongan \ 

I Jabatan/Instansi b 

Tngkat Blaya Peralanan Dinas € 

' 
Maksud Perjalanan Dinas 

.. Alat angkut yang dipergunakan , 
�- 

0 a. Tempat berangkat a 

b. Tempat Tujuan b. 
... a. Lamanya Perjalanan Dinas a f 

b. Tanggal berangkat b 
c. Tanggal harus kembalt/ ttba di € 

tempat baru ') 
8 Pengtkut Nara Tangal Lahir Keterangan 
- 

1 

') 
. +  

3 

4 

« 

9 Pembebanan Angsaran 
a Instansi a 

b. Akun b 

10 Keterangan lain an 

coret yang tidak perlu DAkeluarkan di 

Tanggal .. 

Pefabat Pembuat Komitmen 

t.. 

NIP 
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B. Naskah Dinas Korespondensi Internal 

1. N ota Dinas 

KOP NASKAM DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

NOTA DINAS 

Yth 

Dart 

Tembusan 
Tanggal 
Nomor 

sifat 

Lamptran 
Hal 

Nara Jabatan, 

Nama 

Pangkat/Oolongan 
NIP 



2. Memo 

Yth. 

Hal 

BUPATI KONAWE 

MEMO 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



3. Disposisi 

KOR N A S H  INA5 
RAKGT DA8RAH 

5to. 3rat 

T. $ur;; 

Hal 

. . . 

SterkankcpadaSdr.: Degan horraa harap: 
2 . . . . . . . . s o . [ S a n gg pa n  tan saris 

[ . a s s o s s o w o o s o s o s » . f a st s  ebi {nj8# 
E.. » . .se- . . . . . ) c ar d i n s s j o n f r a z t u n  
ian stem1#yany8 ••• .• LL . a s s . » . s . + .  

·1 �-"' ;-· ... --�-.-..,.._,_----....�---�- 
Catts : 



C. Naskah Dinas Korespondensi Ekstemal 

Surat Dinas 

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. 

BUPATI KONAWE 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

Yth . 

di ­ 

BUPATI KONAWE, 

Nama 

Jalan , Nomor , Provinsi , Kode Pos , 

Telepon (0 ) , Faksmile Pos el , Laman . 



Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah. 

100 

DERAH 

omor 

Sifat 

imp'ran 

Hal 

KOT NASNA AS 

FANGIAT DA£&AM 

ft 

. . . . . - . . 

...... �,.. ',.; .. ,•• ,. ,. "p t •'> _, � , . 4 ,. .._ • • •. _ • • .,,.,,. •• i," ·•� •·• ,1_· • ._., � ,. .� ••• •• •· •• • • � , i • '< I • • ,-. , • 1 � J.t'�,-4: • >.'I • •  .,  •  t  f"  •  �  ,._  •  •  •  •  •• • • • :  ". o ..-, • " • .. •. • • .- .... 'I' • ""• "'"'l'"' 

. . 
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. . . . . . . . . 

« « % « i d 4 4 4 4 t i 4 d i s t $ « a  4 l ie + . ¢ t i « d e + w t . a t e  

N3ma 
Pa:gkn/Golonga 
NI 



D. Naskah Dinas Khusus 

1. Instruksi 

%w 
BUPATI KONAWE 

INSTRUKSI BUPATI KONAWE 

NO MOR TAHUN 20. . . .  

TENTANG 

BUPATI KONAWE, 

dengan ini menginstrusikan: 

Kepada 

Untuk 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

1 .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .  
2  .  

3. 
4 . 

dan seterusnya 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



2. Surat Edaran 

BUPATI KONAWE 

Yth. 1 . 

2. 

3. dan seterusnya 

SURAT EDARAN 

NOMOR TAHUN 20 . . .  

TENTANG 

Ditetapkan di . 

Pada tanggal . 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



3. Surat Kuasa 

BUPATI KONAWE 

SURATKUASA 

Nomor . 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

I 
Jabatan 

Ala.mat 

Memberi kuasa kepada 

l. Na.ma 

Jabatan 

Alamat 

2. Na.ma 

Jabatan 

Ala.mat 

3. . . .dst . . . .  

Untuk . 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Penerima Kuasa, 

Na.ma Jabatan, 

Na.ma 

Pangkat 

NIP 

Pemberi Kuasa, 

BUPATI KONAWE, 

materai 

Nama 



4. Berita Acara 

BUPATI KONAWE 

SURATKUASA 

Nomor . 

Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun , 

kami masing-masing: 

1. yang selanjutnya disebut 

Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 

2 . .  ,  selanjutnya disebut Pihak 

Kedua, telah melaksanakan . 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap . 

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dibuat di . 

Pihak Kedua, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Pihak Pertama, 

BUPATI KONA WE, 

Nama 

Mengetahui/ mengesahkan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 



5. Surat Keterangan 

%w 
BUPATI KONAWE 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR . 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatan Bupati Konawe 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama 

NIP 

Pangkat/ Golongan 

Jabatan 

dan seterusnya 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



6. Surat Pengantar 

KO NASKAH TH'AS DAE RAH 

P,RANG#£'T ZAP&AH 

Tempt, Tanggal, Bulan dan it'ahun 
'. - . ' : . 

SUT PE3NGANTAR 

0MO.:.... 

I 

Nin 

vnigk»t{ Golan«gar 
N; 



7. Pengumuman 

BUPATI KONAWE 

PENGUMUMAN 

NOMOR . 

TENTANG 

1 . 

Dikeluarkan di . 

Pada tanggal . 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



8. Laporan 

tr0 

Ji»Et 

Nania 

Pars#at/ 0alongan 
NI 



9. Telaahan Staf 

1000 

E R M  

KOP NASKII DINiS 
- . . . 

p 7 ; s ; ; r ; ;r m y ; g R A t  
trGia{rt AA1!'.AS' 

th, 

Dari 

T'aggah 

N6or 

Lpnte i / + 1 4 2 i >  

Ha! 

. . . . . 

' y s , e s @ s i s » v s « . d i s ' s 8 e v ; ti s & i e . i i i 4 R x # w e « i t » w i s e s  

.  .  

+  i s 4 « A l » s i s « i x « . r t  i n s » 4 «. 4 « 4 4 i s « i i i $ i % s t a s i s . i i i  

IV. nalisis 

V, Kesiulan 

VI Saran 

Pangkst/Go}ongan 
NIP 



10. Notula 

L4&0 

DERAIL 

Sida0g/apat 
. . 

KOP NASKAH DIAS 

SEKRETAIRIT DAERAI 
, +  i  .., 

NOTUL 

Har/Tan@gal 

51irat Undngan 

wakt Sidang/Rapat 

Pip!nan s!dang/apa8 

Pencatat 

P�sNtn s1da11gJropai: 1 . ,  .. .,,., .. , .... -· .,,.,':•·;,,;,.,;.,.,, .•. ,.,.,,;.,;;,, .. ,, ... ,, """""" .. , .. ,,,,,. 

2dan stcrusnya, 

Kg@tan S#dang/apt: (tissukan dcngan rds es±tan 

srg}rapst j . . . N.» s . s o · . . .s. . > o....-- iwin- · - - = is. . . ..8 

Pirmpimon Sidang/ apat 

Nana Jabutan, 

Nara 

Pangkt/Golongan 
NIP 



1 1.  Surat Undangan 

L9Go. 
DAERAR 

KOP NASKAH DINAS 

PERNGKAT DAERAH 

'Tempt, 'Tangsa, Bulan dsn Zain 

L.ampiran 

ia} 

di 

hart/ tnggal 
we}ti i t  . }  

tcapat 
ncara 

: ,  .  '  .  :  .  .  .• . ' . ,  ;. . . . · · : · -  .  .  .· 

$ @ i s 4 i s + e s + i 4 i i @ » « i t + i ~ s t y ~ i » i i i @ » t i s ' y  

Ni; 

Pangkat/Golonjon 
NIP 



12. Surat Pemyataan Melaksanakan Togas 

1.f&© 

DAER&AH 
OP 'ASKS DJNAS 

PERANGKAT DAER~It 
. . . . .. · - .  

SURAT FERNYATAAN MEL.AKSANAKAN TUGAS 

O M O . . . . . . . . s i c . a .  

.  ' .  

'ang brand tngan dibawah int: 
� -  - -  .  .  ' ·  .  .  .  

4 @ 4 4 + t i + d eu s « k i i i @ i d s + s i s + ~ a  

}I f t 4 + + » o r + g i s t 4 i i » s u i g s > l i e ± i i » g i s t s & i n t i ?  

?gmgkat{Culngn1. . . . . .. 0 . ..0.. 8 . 8 . 0. . 0 . . . . . 0 0 6 0 0 8 0 0 . 8 0 6 . 0 . . . . % . . . . . . . . ¥  
�Jalilnn" . ., . ;. <t t V '"'-� .. t-• �:i �-�.!. ! P • l • • -� ,.., , ,<; !:• r�i- !, ?• �,i �� : -� �-{�, �-�- � • • ! .r , •.• � • � >t .. , -� 1·� -� �,: h� 

Dngan ini mcnyatakan deigan aesungguhnya bhwa: 
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Den!kian sumt perayat~an melaksanakan tugs tnt sa;a buat 
deng «rung@thnjya dengi mcngingat zup.ah jabatn/psgail 
neget sp#l dan apabil dkemudta hari }st surat peryatan int 
t:yat tidak benir yang btrakilx kcrwgtn bagi nrgta, trka $ya 
bersdi mnangung kerztan tersbut. 

T'mpat, T'anggal, Uuln dai 'ihun 

amna Jabatan, 

amna 
Pangkat/(olong.n 
NI 



13.  Surat Panggilan 

BUPATI KONAWE 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth . 

d i ­  

Dengan ini diminta kedatangan saudara di kantor .. 
. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . ..  ,  pada:  

Hari 

Tanggal 
Pukul 

Tempat 
Menghadap 
Kepada 
Alamat 
Untuk 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnyal 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



14. Surat Izin 

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

w 
BUPATI KONAWE 

SURAT IZIN 

NOMOR . 

TENTANG 

Dasar 

Kepada 

1. Nama 

Jabatan 

Alamat 

2. Nama 

Jabatan 

Alamat 

3. Dan seterusnya 

Untuk 

a. 

b. 

MEMBER! IZIN: 

Ditetapkan di . 

Pada tanggal . 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

L&XO 

DAE.RA 

KOP NSKIM DINS 

PERNGKAT DAERAH 

Kepada 

tam 

abatn 

lant 

Untk 

MEMBER IZI 

· 
. + i s s u i e i s + i » t + w i s t + i · R A , i s + @ s t y 8 i j y s s s s s  

1@ma 

angkt/Galongan 
IP 



15. Lembaran Daerah 

10G0 

D # A H  

Not@t: . . . . e a  

'TEN'TAG 



16. Berita Daerah 

1.0Go 

TA£RAH 
xXP AA!i I{A.$ 

PEAN KAT DAER 

. .  ·  ·  

Dtndsag'sn ditn lmbiran d s r s h . d » » . » i i . . ­  

3eri 



1 7. Rekomendasi 

BUPATI KONAWE 

REKOMENDASI 

NOMOR . 

a. Dasar 

b. Menimbang 

Bupati Konawe, memberikan rekomendasi kepada: 

a. Nama/Obyek . 

b. Jabatan/Tempat/Identitas . 

Untuk: 

1  .  

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



18.  Radiogram 

w 
BUPATI KONAWE 

FORMULIR BERITA 

Regstras No 

PANOOILAN JE.NIS NOMOR DERAJAT 

DARI 

UNTUK 

TEMBUSAN 

KLASIFIKASL SEOEKA 

Nomor 

KMA 

TTK DLA 

AMA TTK 

TTK KAMA 

uu TX 

TTK MA 

cc€ TTK DUM TTK HUS 

Tangal waktu pembuatan 

Waktu 
Lalu Paraf 

No Kode 
Terrs Kirtn Lnta Operator 

Pengtnm 

Nama 

Tanda tangan 



19.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

Tampak Depan STTPP 

%w 
BUPATI KONAWE 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Nomor . 

Bupati Konawe, berdasarkan , dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa: 

Pas foto 4 x 6 

(wama) 

Nama 

Tempat/Tgl. Lahir 

NIP/NRP 

Pangkat/Gol. Ruang 

Jabatan 

Instansi 

Kualifikasi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  .  

. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .  /  .  

L U L U S  

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe yang diselenggarakan ole 

Badan Pendidikan dan Pelatihan di dari tanggal sampai dengan yan 

meliputi . 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 

Bagian Belakang STTPP 

IT E  M A  

Umum 

Khusus 

AGENDA PEMBELAJARAN 

(ditentukan Badan Diklat) . 

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual 

setempat) . 

Tempat,Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Kepala . 

Nama 

Pangkat/Golongan 

NIP 



20. Sertifikat 

BUPATI KONAWE 

S E R T I F I K A T  
Nomor .. 

Diberikan Kepada 

NAMA 

NIP 

INSTANSI 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  yang 
diselenggarakan oleh dari tanggal s.d bertempa6 
di . 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nama 



2 1 .  Piagam 

%w 
BUPATI KONAWE 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor:  

BUPATI KONAWE, dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

NIP/NRP 

Jabatan 

Instansi 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

BUPATI KONAWE, 

Nam.a 



II. Kop 

A. Kap Naskah Dinas Jabatan 

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan: 

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 25 cm simetnis di 
bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12 ,  dan 
ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan 
dan Penetapan 

b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertultskan Kepala Daerah atau Waktl Kepala Daerah. 
dengan huruf 12, dan ditempatkan dtbagian tengah atas serta alamat 
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinst, 
nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan 
menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah 
bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dlnas Pengaturan dan 
Penetapan 

c. dalam hal naskah dtnas yang ditandatangant oleh Sekretarts Daerah 
atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dmnas yang 
memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama 
Pemenintah Daerah yang ditempatkan pada bagtan tengah atas secara 
simetris 

Conteh Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati 

BUPATI KONAWE 

Jalan Nomor , Desai Kel (Kee.) Kabupaten Konawe, Provinsi 

Sulawesi Tenggara Kade Pos Telepon ( ) , Faksmile ( .) . 

Laman www . 



Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Wakil Bupati 

WAKIL BUPATI KONAWE 

Jalan Nomor , Desai Kel (Kee.) Kabupaten Konawe, Provinsi 

Sulawesi Tenggara Kode Pos Telepon (. ) , Faksmile ( ) . 

Laman www... . · · · · · . · . . · . . . . .  

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama 

pemerintah daera..h dan tulisan nama perangkat daerah adalah 3:4 

menggunakan huruf Arial. 

b. Penulisan nama perangkat daerah ditebalkan (bold). 

Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Contoh Kop Sekretariat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Nomor , Desa/Kel. . . ..  (Kee.) Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kade Pos . . . . . . . .  Telepon (. .) , 

Faksmile (. .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Badan 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

BAD AN . 

Jalan Nomor . . . . ,  Desa/Kel (Kec.) . . . . .  Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos Telepon (. .) , 

Faksmile (. . ) . . . . . . . . . .  Laman www . 



Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Dinas 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

Din as . 

Jalan Nomor . . . . ,  Desa/Kel (Kee.) Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos Telepon (. .) , 

Faksmile (. .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Kantor 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

Kantor . 

Jalan Nomor . . . . ,  Desa/Kel (Kee.) Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kade Pos Telepon (. .) • 

Faksmile (. .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada UPTD Dinas 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

Din as . 

UPTD . 

Jalan Nomor . . . . ,  Desa/Kel (Kee.) Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos . . . . . . . .  Telepon (. .) , 

Faksmile (. .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Kecamatan 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

KECAMATAN . 

Jalan Nomor . . . . ,  Desa/Kel. (Kee.) Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos Telepon (. .) , 

Faksmile ( .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Kelurahan 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

KECAMATAN . 

KELURAHAN . 

Jalan Nomor , Desa/Kel (Kec.) . . . . .  Kabupaten Konawe, 
Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos . . . . . . . .  Telepon (. .) , 

Faksmile ( ) Laman www . 



Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Lambang 

Daerah 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Sekolah Menengah Atas 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

SMA . 

Jalan Namar , Desa/Kel (Kee.) Kabupaten 
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Kade Pos . . . . . . . .  Telepon 

(. .) , Faksmile (. .) Laman www .. 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Sekolah Menengah Pertama 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

SMP . 

Jalan Namar , Desa/Kel (Kee.) Kabupaten 
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Kade Pas Telepan 

(. .) , Faksmile (. .) Laman www . 

Contoh Kop Naskah Dinas pada Sekolah Dasar 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

SD . 

Jalan Namar . . . . ,  Desa/Kel (Kee.) Kabupaten 
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Kade Pos Telepan 

(. .) , Faksmile (. .) Laman www . 

Lambang 

SMA 

Lambang 

SMP 

Lambang 

SD 

III. Stempel Naskah Dinas 

A. Bentuk/Ukuran Stempel 

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 

jabatan, nama pemerintah daerah, dan menggunakan lambang negara 

dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 Cm; 

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 

Cm; dan 

c. Ukuran garis tengah lingkaran tengah dalam jabatan adalah 2,7 

Cm. 

Contoh stempel jabatan Kepala Daerah 



2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 

pemerintah daerah kabupaten, nama perangkat daerah yang 

bersangkutan dan menggunakan logo /lambang daerah dengan 

pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 Cm; 

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 

Cm; dan 

c. Ukuran garis tengah lingkaran tengah dalam jabatan adalah 2,7 

Cm. 
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Contoh stempel jabatan Perangkat Daerah 

3. Stempel UPTD dan/atau BLUD berbentuk lingkaran berisi nama 

pemerintah daerah kabupaten, nama perangkat daerah dan nama 

UPTD dan/ atau BLUD yang bersangkutan dan menggunakan 

logo/lambang da~rah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 Cm; 

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 

Cm; dan 

c. Ukuran garis tengah lingkaran tengah dalam j abatan adalah 2, 7 

Cm. 
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contoh stempel UPTD/ BLUD 

Contoh stempel Sekolah 

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas 
Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat 
keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah 
dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada 
salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada 
surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi 
panjang, berukuran panjang 5 Cm, lebar 1 Cm. berisi tulisan Sangat 
Rahasia" dan "Rahasia. 

sANGT RA A Si A ][_RA3ASIA 
5. Ketentuan Stempel. 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala 

Daerah. 
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan 
kepala UPTD/BLUD. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada sekretariat perangkat daerah. 

e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan 
dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

f. Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
bertanggung jawab atas pengadaan stempel. 



6. Pengaman Stempel 

a. Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan 

stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah. 

IV. Amplop 

A. Bentuk dan susunan amplop naskah dinas jabatan 

41rLu+a 
±de n u b +  · r s k  +  •  

•rue 1v ·, 2u + ,  

n  1nrt 

B. Bentuk dan susunan amplop naskah dinas perangkat daerah 

• 

C. Bentuk dan susunan amplop naskah dinas kecamatan dan kelurahan . 
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V. Map 

1) Bentuk dan susunan map naskah dinas jabatan Kepala Daerah. 

B U P A T  8 u PR A T I  

MOHON TANDA TANGAN 

2) Bentuk dan susunan map naskah dinas pimpinan perangkat 

daerah/setara jabatan pimpinan tinggi. 

3) Bentuk dan susunan map naskah dinas perangkat daerah 



VI. Paraf 

1. Paraf hierarki. 

Contoh paraf hierarki 

PARAF HIERARKI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

ADMINISTRATOR / JF 

PENGAWAS / JF 

PELAKSANA 

2. Paraf koordinasi. 

Contoh paraf koordinasi 

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

ADMINISTRATOR / JF 

ADMINISTRATOR / JF 



VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 
1 .  Kewenangan Penandatanganan 

a. Kewenangan untuk mendatangani naskah dinas antar/keluar instansi 
pemerintah daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada 
pada kepala daerah. 

b. Kewenangan untuk mendatangani naskah dinas an tar /keluar instansi 
pemerintah daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat 
diserahkan/ dilimpahkan kepada sekretaris daerah atau jabatan 
pimpinan tinggi madya di perangkat daerah atau pejabat lain yang 
diberi kewenangan. 

c. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas 
dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya 
dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan 

penandatanganan naskah dinas tentang rencana strategis dan 
operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan 
kerja di instansi masing-masing. 

2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada perangkat daerah dapat 
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan 
penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing­ 
masing. 

3) Kewenangan penandatanganan naskah dinas dilingkungan 
pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

JABATAN 

BUPATI/WALI KOTA 

JENIS NASKAH DIN\S YNG DAPAT 
DITANDATANGANI 

a. peraturan daerah; 
b. peraturan bupat/wali kot; 
c. kepuusan bupati/wali kota; 
d. instruksi; 
e. surat edaran; 
f. surat dinas: 
g. surat keterangan; 
h. surat izin; 
i. surat per]anjian; 
j. surat perintah; 
k. surat tunas: 
I. snrat kiasa; 
m. surat udongan; 
n. surat pernyataan relaksanakan tugs; 
o. surat panggilan; 
p. nota dinas; 

q. lembnr disposisi; 
r. pengumuman; 

i • 
s, iaporan, 
t. rekomnendasi; 
u. radiogramn; 
v. berita acar~; 

w.memo; 

x piagam; 
y. sertifkat; dan 
z: Surat tandatamat pendidikan danpelatihan. 



JBAT'AN 
AT'AS NAMA BUPTM 

WALI KOTA 

AKIL 

BUPAI/ 
WAKIL WAI 

oT 

a. sir?t dinas; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 

I d .  surat izin; 
e. strat oerinth: 

+ + l 

f. surat vugas; 
l g  surat pernyataan 

melaksanakan tugas; 
h. not dinas; 
i. lembar dispostsj; 
j .  laporan; 
k. rekomendasi; dan 

a, surat edaran; 
b. surat dinas; 
c. surat k~terangan; 
d. surat perlntai; 
e. surat izin: 

f, srat perintah; 
g. surat tugas: 
h. sat perayataan 

melaksanakan 
tugas; 

i. nota dnas: 
l. lem:bar disposisi: 

', memo. k..pen@unm:an; 
I. radiogram; 

. a ,  beriia acara: 

n. piaga; dan 
o. se:tiflkat. 

ATAS NAMA 

UP&TI/WAL.I KOT 

tu@as; 
. .;,,· . 

k. surat panggila; 
I nots dins; 
r. pagumunan; 
n, radiogram; 

' o .  britn acorn; 
p. piaoami; il s. 

q. srtifikat; dan 
r. srat tanda tamat 

pendidikn dan 
· ! t h a n  p + m e n .  

a. stratdinas; a, keputisan; 
b. surat.keterangaa; b. surnt edaran; 
c. surat tztn; c. surat din@s: 

d, suratperintah; d. surat keterangan; 
e. surat tugas; 'e, surat±:ln; 
f. surat perjnjjan: i. surat perinah; 
g. .murat perjalanan dins; 'g surut tigas; 
h. surat kuasa; b. surat perjanjian; 
i. sat undangan; i, surat undngan; 
J. surat pernyataan ,J. surat persyataan 

melakeanakan iugas; melaksanakan 
k surat panggilan; 
I .  nota dins: 
m, Jembar dtsposii; 
n. tel:ahan staf; 

o. pengumuanan; 
p. laporam; 
q. rekonendasf; 
r. surat pengantar; 
s. !embaran dueral. 
t. berit~ daerh; 

u. berita acara: 
7 . .  !  

noula; 
+ 

DAL.AM JAB~'TAN: JAU'TAN 

SEKRETARIS 

DAER!I 

w,memo; 

• daftr h~dirt; dan 
v. serifikat, 



AS1STE3N 

DA\LA{ JA833TAN 

a. nota dins; 
b. iombnr disposisi; 
c. telaalan staf; 
d. lapoman; 
e, surt pengantar; 
i. motula: dan 
g.. memo, 

] ATAS NAM SERETARIS 
DAERAH 

, surat dlnas; 
b surat keterang:n; 
c. surit perintah; 
d, surar gas; 
e. surat perjalanan dinas; 
f..swat.undangan; 
g- surai panggihm: 
hi: not dinas; 
i. lorn; 
j . sura t  pengantar; dan 
k. daftar hadtr. 

D~LAM 
JARA'TAN 

KEPAL.A a. surat dinas: 
PERAGKAT] b, surat 

piRAH keteiznnn; 

ATAS MA 

BUPAT1/WAL.I 
ROTA 

• keputusan; 
b zurat claran; 
c. surat dinns: 

- Kepala Perangkat 
Daerah tas nama 

Bui»at/ Walt kota 

n.not 

.  .  .  .  

• e n @ ;  

wdo;tar hadir; 
an 

x, srrtiikat, 

- 4njun 
konscp 

a. ms.ih di:a; 
p. embar 

di;sdyi 
q. ·claahan sitaf; 

. v e  d u •  « a  
z  pengutrn, 
s. 1a;oran; 
t.rekoendas!; 
r. bcrita ncr: 

_ATAs AA.MA [ 
• jUPATJWAL 

is l 
ee.tee 

c..srat perintab;ld, surar. { ·acnanadntngant 
d. surt iin; ket@rang.r; } :k<! in1» 
e. surax .suraipcrtntat;} dalam bentuk 

p~janji:; f. s t r a t s t u j a r  prdu} 
• surai tu;as; undnngas; hukm cpususan 
g. srait g. erinkgt; dan ·upat5/w:!kot 

perjolanan h pen;muman.' bwrupa pencrapan 
dins; dan pengatr~r: 

h.surakuasa; tknis opcrastanal, 
i . ra t . a u b t a n e i  ir:.st:nsi 

undangan; . venondatanganan 
j. s:at, Saska Dinn oih 

prnymtmnn Kcpna Perangknt 
r!aksanakan Darah ats :rna 
tugs; upat/watfkots 

• rt. brpa sera& 
panggtlan; cdaran hanya 

t. pt. din; terkattpenatran 
tcknts ocrasional z:by;<nsf tnstarsi 

• Untuk Sotwan 
dp:t :~mid 
zangant. semua 
raka lira 
suai drng, 
:ienmg< 
Kpalm fcrngat 
Daemh kecual! 
scrtilat 

- Khusss auk 
Renal {crag};nt i i +i l  l  t r ) lg > i  

Daerbh yang 
membidangt 
:#tin pzndiltkr 
dan plhnn jug 
dopat 
mncnsndatangan 
rdfcgrar, 

· piaga, surnr 
tand tamai 
pcndiitkan dai 
pelat:h:n ats 
nom~ Bpa/Wah! 
oth 



I ATS NA}MA 

{ SERRET~RIS DAE&AH 
a. sir:td!rs±; 
t. sur@ kctcrongan; 

str?4! Seri;gzh 
, Sir t i  ill. 

it, sratizin; 
¢• rat ;:in}n: 

>ii# HS-ii» s 

f. surt mtg3a; 

s aurat peralan dins; 
h surat kuas; 
i ±usat rdang@; 
• surai.prayataan 

me!zksinker tug;i; 
k. surat pangg!an; 

a . r a w  dtnas 

b, smrat ketcngan 
c. @rat pezintah 
d. suraf undaogan 
u say!3}et  t._4+ iii&4.5 

f.pengumuman 

ea, Icmbor disposisi; 
n. telahsn staf; 

o. pcngmumar; 
¢.  !porn; r s t  s  

a. rckon:endasi; 
r.. ber{ta acra; 
, n10mo; 

:. dafar ldir, dan 
ii srat~k:at. 

a. 3urat d i n ;  

be urai keterangan; 
e, sort perfntah; 
d. sura wndangan: 
¢, I0\ rlinrs; 
% ' · !  5 " t  

f. iasoran; dan 
g. da{tar h:dir 

SEXRETAIS 

PKANG&KAT'. 
DAE.RAH 

, s t i t  d i n ,  

b  surat keerangan; 
, e .  aurat p&intah; 

d srazkutasn; 
le. surtiadangan; 
' no:a dinas: 
gIembar dirgoz#:d; 
h t

. ;.1..: . .;.-1 ... ;.;n .... -, ... ..-.-· 
. •  .Raitt1i#, Rl, 

i.lap@ran; 
' }  mo: dan 
k. dsfar had:, 

8it.airwrteiv.aver.peel.vita.di,hen4cetaevon.tech9it.wt«rs.licks6wits ewe.is.Nii.tenter 

KE9\1 
DANG 

s. 8rat 
gertntah; 

h. nots din; 
c. lmbar 

dlspostsi; 
r T . '  

d. telahan 
sta'; 

e, Iaoran; dan 
1, dsfar hsdhr, 

3r$st dints; 
h 2ts,+k ., • 

b, rat kterangan; 
e. s !  print@al; 
nota dias; on 

e. dasfhsr hi«iir. 

Pe nsjilatsg:nan 
surt dinas 
1ntuk 
komimikes! 

. i  Hit ! t il  

eksternil 
dtuimakan 

nntuk tilak}an 
I olsh Sekretarts 

Perng'at 
Darrah, 
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EPA5A UNIT 
PELAK3SAX 

Eis DM:AS 

&trt dnas; 

', stirat perintl, 
c . .  ±rt , 

di aurat pwralsar;as; 
•. 5it k s 3 ;  
f s u ra t  undangon; 
g. urt, pemyataan 

me}aksnaknn gs, 

{arcs 
j; iinbear dis,ii; 
k i~lah: stf; 
,prngzmuman; 
ti lapsn; 
n. zekomwrdi; 

o, berita acar; 
p _ .tee.tsp j " S A S. F i ,  - i ,  

.dstr hadir 

• rat din8, 
b. strast 

ke;&rang,an; 
&. surat 

:tab; 
d. nata dIa#; 
, bet a€5r@; 

t, dattar ha«dir; 
g. i t s ;  dn 
h. rat cdaran 

CA!AT a. ratdra; a putt:ssa; dan 

b, mat b. sum; cdaran, 
kitersn3rt; 

c arat par:rtah; 
d.  surat txtn; 
c, ft, 

pc:janj%a; 
i, s@oat ngs; 

g rat 
perjalnan 
din.i; 

h, iat.kin; 
i. s t  

udnngpan; 
j. urat 

psny,tan 
r la kanaan 
'ng, 

, s~rt 

psgtlarv 
I not@dtns? 
: ie;bar 

dis;oats$; 
n. 'auhan taf; 

o pn;um~urn~b; 

l 
P 1.apor..111:: · · ·· · 
q. rekown&drt 
, bwrit ~car; 

s. iro;dun 
t. dafter bsdi. 

nkah dira 

kcputun yang 
ditids tang3ni 

n.ms 
b&~!wisl; ota 

" : st  . . + .  

hara nta 

&guruin RT 
daR; 



. KALA a, Ota ina; 

SU@Gt{EL,A li. teliahan stat; daa 

SUD[ANG/KEAN ' c  Iopran, 
SE&SI 

[ g  Rt.~ 
b ieluahon stasf; don 
ebpr, 

AI'AS NAM 
C8MAT 

+l a w - - i i.dessieiecrirwet .esit 

i, surat dnas; 
b zrut 

' 5 . . 4 4i i  

ketetangan 
c. #ttrct 

pertntah; 
d. unit 

·ur:dangan; 
dan 

~, turf, 
pang@tlan 

Ji'TAN 

2. Pelimpahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n) 

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang 

menandatangani surat/ dokumen melimpahkan kepada pejabat 

dibawahnya. Persayaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

1) Pelimpahan wewenang terscbut dalam bentuk tertulis, khusus 

untuk naskah dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang 

sifatnya administrasi. 

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjacli tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. 

3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas 

berada pada pejabat yang diatasnamakan. 

Contoh: 



too 

DAERAL 

Tm;pat, Tang@al. Bulan dan 
Tahun 

imor ji + .  

SiHat 
1.amp#ran 
Hal 

.  .  

# i @ i i i # s i s · i i ' & # i i i » t t y 8 i i + k i i i z » ~ t f r k A w i a s l i i 4 @ # i i  

hear1/ti0gga! 
wkt 

temnpat 
acara 

+ g 5 i i i 4 r + i i ' $ ) + + 4 R s 8 » # s. t i ± r i + t s » ? i r i s + y #  

· » . . . i , 6 w . . . . . . . . . 0 .. 0 8 i . . 8 . . % + . + 0 . . · » + . , , i .  

.  .  .  

4 « i i 9 i ' « g i n « i i i ± g r t ? i v + i i i & i t s + a s s , i t s , i i i + t i » K e r s t « d i 4 + i i i  

ti.n.&st@;gig.typ er 
w  DE{' & « A s t  A i « ,  

cps!a [iro Organ#si, 

i - imna 

Pangka/Oolongan 
NIP 

;nlyi: i t . ,  #  + t r  

Se'retards Zarah 
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b. Penggunaan Untuk Beliau (u. b) 

Untuk Beliau yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa 

memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Untuk 

beiiau (u.b) digunakan setelah ada atas nama (a.n). Pelimpahan 

kewenangan penandatanganan naskah dinas dengan bentuk untuk 

beliau (u.b) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di 

bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural dibawahnya; 

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya; 

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat 

pengganti; dan 

4) Tanggungjawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

Contoh: 

I  a.n. I Bupati Konawe 

Sekretaris Daerah, 

u.b. 

Kepala Bagian Hukum, 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Pt.) 

1) Pit. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Pit. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

J 
LJ 

(tanda tangan) 

Nama (tanpa gelar) 



2) Plt. Jabatan Struktural 

Pit. Jabatan Struktural memiliki kewenangan penandatanganan 

naskah dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab 
atas naskah dinas yang ditanda tangani olehnya. 
Contoh: 

117 Kepala Bagian Hukum, 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 

Pangkat/ Golongan 
NIP 

d. Penggunaan Pelaksana Harian (PIh.) 

1) Pih. Kepala Daerah 
Contoh: 

Pih. Bupati Konawe, 

(tanda tangan) 

I Nama (tanpa gelar) 
J 

2) Pih. Jabatan Struktural 
Pih. Jabatan Struktural memeiliki kewenangan penandatanganan 
naskah dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pej abat 
definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat 

strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada 
aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. 
Contoh: 

I a 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 

L:"e 
e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh: 

II 

Pj. Bupati Konawe, 

(tanda tangan) 

Nama (tanpa gelar) 


